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 Abstract :  
Illegal Fishing is a cross-border problem in fisheries management 
that requires strengthened monitoring of fishing vessels, including 
through port-based controls. The Port State Measures Agreement 
(PSMA) 2009 serves as an international legal instrument that 
strengthens the authority of port States to control access, conduct 
inspections, exchange information, and take measures against 
vessels suspected of engaging in Illegal, Unreported and 
Unregulated (IUU) Fishing. This study aims to analyze the 
implementation of the PSMA 2009 in combating Illegal Fishing in 
Indonesia and Thailand and to identify the similarities and 
differences in its implementation. This study employs a normative 
juridical method using statutory, conceptual, and comparative 
approaches. The results show that Indonesia and Thailand have 
incorporated the PSMA 2009 into their respective national legal 
frameworks and implemented port access controls, vessel 
inspections, information exchange, and law enforcement measures. 
The similarities lie in the use of ports as a mechanism for 
monitoring foreign fishing vessels, while differences are found in 
national legal frameworks, institutional mechanisms, supporting 
monitoring systems, and implementation challenges. These 
findings highlight the importance of strengthening institutional 
capacity and coordination to improve the effectiveness of PSMA 
2009 implementation. 
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Abstrak :   
 
Illegal Fishing merupakan permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang bersifat lintas 
negara dan memerlukan penguatan pengawasan terhadap kapal perikanan, termasuk melalui pelabuhan. 
Port State Measures Agreement (PSMA) 2009 hadir sebagai instrumen hukum internasional yang 
memperkuat kewenangan negara pelabuhan dalam mengendalikan akses, melakukan pemeriksaan, 
bertukar informasi, dan mengambil tindakan terhadap kapal yang terindikasi melakukan Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi 
PSMA 2009 dalam penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia dan Thailand serta mengidentifikasi 
persamaan dan perbedaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan 
Thailand telah mengintegrasikan PSMA 2009 ke dalam hukum nasional dan menerapkan pengendalian 
akses pelabuhan, pemeriksaan kapal, pertukaran informasi, serta penegakan hukum. Persamaan 
keduanya terletak pada fungsi pelabuhan sebagai instrumen pengawasan kapal asing, sedangkan 
perbedaannya terdapat pada dasar hukum nasional, mekanisme kelembagaan, sistem pendukung 
pengawasan, dan hambatan implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan 
kapasitas kelembagaan dan koordinasi dalam meningkatkan efektivitas penerapan PSMA 2009. 

Kata Kunci :  Port State Measures Agreement, Illegal Fishing, Negara Pelabuhan, Indonesia, Thailand 
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PENDAHULUAN  
Illegal fishing adalah aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal, baik 

berbendera nasional maupun asing, yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
Pelanggaran tersebut dapat berupa kegiatan penangkapan tanpa izin atau tindakan yang tidak 
sesuai dengan peraturan nasional, ketentuan organisasi pengelolaan perikanan regional, maupun 
hukum internasional di bidang perikanan (Temple et al., 2022). 

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing merupakan salah satu tantangan utama 
dalam tata kelola perikanan internasional karena dapat mengancam keberlanjutan sumber daya 
laut, ketahanan pangan, perekonomian negara, dan kehidupan masyarakat pesisir. Sifatnya yang 
lintas negara juga menjadikan penanggulangannya kompleks, khususnya karena masih terdapat 
keterbatasan dalam pengawasan kapal, pengelolaan sumber daya perikanan, serta kapasitas negara 
dalam melakukan pengendalian dan penegakan hukum (Selig et al., 2022).  

IUU Fishing tidak terbatas pada aktivitas penangkapan ikan di laut, tetapi juga dapat 
mencakup proses pendaratan hasil tangkapan, pemindahan muatan, serta aktivitas kapal ketika 
berada di pelabuhan. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap kegiatan perikanan di laut perlu diikuti 
dengan pengawasan di pelabuhan guna mencegah kapal yang terlibat dalam aktivitas ilegal 
memanfaatkan fasilitas pelabuhan. Dalam hal ini, PSMA 2009 hadir sebagai instrumen hukum 
internasional yang memberikan landasan bagi negara pelabuhan untuk mengatur akses kapal, 
melaksanakan pemeriksaan, dan melakukan pertukaran informasi sebagai bagian dari upaya 
mencegah dan memberantas IUU Fishing (Bethel et al., 2021). 

Sebagai negara kepulauan dengan sektor perikanan yang luas, Indonesia memiliki 
kepentingan yang besar dalam menerapkan PSMA 2009 sebagai upaya penanggulangan IUU 
Fishing. Indonesia resmi menjadi negara pihak pada PSMA pada tahun 2016 dan mengadopsinya 
ke dalam hukum nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016. Dalam 
penerapannya, beberapa pelabuhan di Indonesia telah ditetapkan untuk menjalankan ketentuan 
PSMA, meskipun penguatan terhadap standar, sarana dan prasarana, serta kapasitas pelabuhan 
masih diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kewajiban negara pelabuhan secara optimal 
(Solihin et al., 2024a). 

Penerapan PSMA 2009 di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait 
kesiapan fasilitas pelabuhan dan kapasitas petugas dalam melaksanakan pengawasan serta 
pemeriksaan terhadap kapal perikanan. Di sisi lain, Thailand juga melakukan penguatan terhadap 
sistem tata kelola dan pengawasan perikanan sebagai upaya menanggulangi IUU Fishing. Upaya 
tersebut antara lain dilakukan melalui pemanfaatan Vessel Monitoring System (VMS), penerapan 
Port-In Port-Out Control Centers (PIPO), serta penguatan mekanisme Monitoring, Control and 
Surveillance (MCS). Thailand juga telah menjadi negara pihak PSMA sejak tahun 2016, sehingga 
berkewajiban menerapkan ketentuan port State measures dalam upaya mencegah dan 
memberantas IUU Fishing (Fujii et al., 2021b) 

Meskipun Indonesia dan Thailand sama-sama mengimplementasikan PSMA 2009, 
penerapannya dilakukan dalam konteks sistem hukum, kelembagaan, dan mekanisme pengawasan 
yang berbeda (Wongsinnak & Saisoonthorn, 2020). Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk 
melakukan kajian komparatif guna melihat bagaimana kedua negara menerapkan PSMA 2009 
dalam upaya penanggulangan IUU Fishing. Perbandingan tersebut dapat mencakup aspek 
kerangka hukum, prosedur pemeriksaan kapal, pengawasan pelabuhan, kelembagaan, pertukaran 
informasi, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, perbedaan 
karakteristik sistem hukum nasional juga dapat memengaruhi cara masing-masing negara 
menangani dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan (Kamalludin et 
al., 2022).  

Pendekatan perbandingan hukum dapat dimanfaatkan untuk menganalisis kesamaan dan 
perbedaan penerapan hukum di negara-negara yang memiliki sistem hukum berbeda. Melalui 
pendekatan ini, pelaksanaan suatu ketentuan hukum dapat dikaji dengan memperhatikan 
karakteristik peraturan dan kelembagaan yang berlaku di masing-masing negara (Nugraheni, 
2021). 
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Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui 
implementasi PSMA 2009 dalam penanggulangan IUU Fishing di Indonesia dan Thailand serta 
persamaan dan perbedaan penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul 
“Implementasi Port State Measures Agreement 2009 dalam Penanggulangan Illegal Fishing: Studi 
Komparatif Indonesia dan Thailand.” 

Rumusan Masalah : 
1. Bagaimana implementasi Port State Measures Agreement 2009 dalam penanggulangan Illegal 
Fishing di Indonesia dan Thailand? 
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan implementasin Port State Measures Agreement dalam 
penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia dan Thailand? 
 Tujuan Masalah : 
1. Untuk menganalisis implementasi Port State Measures Agreement 2009 dalam penanggulangan 
Illegal Fishing di Indonesia dan Thailand. 
2. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan implementasi Port State Measures Agreement 
dalam penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia dan Thailand. 

Penelitian ini menggunakan perspektif hukum internasional dan teori implementasi hukum 
untuk menganalisis penerapan PSMA 2009 di Indonesia dan Thailand PSMA. PSMA merupakan 
instrumen hukum internasional yang memberikan kewenangan kepada negara pelabuhan untuk 
mengendalikan akses kapal, melakukan pemeriksaan, serta mencegah kapal yang terindikasi 
melakukan IUU Fishing menggunakan fasilitas tersebut.  

Dengan demikian, kajian teoritis penelitian ini berfokus pada implementasi kewajiban 
PSMA 2009, khususnya pengawasan pelabuhan, pemeriksaan kapal, pertukaran informasi, dan 
penegakan hukum, yang selanjutnya dibandingkan antara Indonesia dan Thailand. 

Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan 
penerapan hukum di dua negara dengan mempertimbangkan karakteristik sistem hukum masing-
masing. Melalui studi perbandingan, suatu ketentuan hukum dapat dikaji dengan melihat 
perbedaan pengaturan serta penerapannya dalam sistem hukum negara yang menjadi objek 
penelitian (Salsabella et al., 2026). 

. 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa 
PSMA 2009, UNCLOS 1982, serta peraturan nasional Indonesia dan Thailand yang berkaitan 
dengan penanggulangan Illegal Fishing. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah 
dan dokumen terkait. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan 
teknik purposive berdasarkan relevansi terkait objek penelitian. Analisis dilakukan secara 
kualitatif-deskriptif dari komparatif dengan membandingkan akses pelabuhan pemeriksaan kapal, 
pemeriksaan informasi, pengawasan, penegakan hukum serta hambatan implementasinya PSMA 
di Indonesia dan Thailand.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Implementasi Port State Measures Agreement 2009 dalam penanggulangan Illegal Fishing di 
Indonesia dan Thailand 
 Di Indonesia, Illegal Fishing merupakan aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, baik terkait 
perizinan, wilayah penangkapan, penggunaan alat tangkap, maupun kewajiban lainnya. 
walaupun peraturan perikanan nasional tidak memberikan definisi khusus mengenai istilah illegal 
fishing, setiap kegiatan penangkapan yang bertentangan dengan ketentuan hukum perikanan 
dapat dikategorikan sebagai praktik illegal fishing (Fernandes, n.d.) 
 Di Thailand, Illegal Fishing dapat diartikan sebagai aktivitas penangkapan ikan yang tidak 
sesuai dengan ketentuan hukum perikanan nasional, termasuk aturan mengenai perizinan, 
pelaksanaan kegiatan penangkapan, pengawasan terhadap kapal, serta kewajiban bagi pelaku 
usaha perikanan. Pengendalian terhadap kegiatan tersebut didukung oleh Royal Ordinance on 
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Fisheries B. E. 2558 (2025) yang menjadi salah satu dasar hukum utama Thailand dalam 
menangani praktik IUU Fishing (Wongsinnak et al., 2020). 

Port State Measures Agreement 2009 (PSMA 2009) merupakan perjanjian hukum 
internasional yang bersifat mengikat dan ditujukan untuk mencegah serta memberantas praktik 
IUU Fishing dengan memperkuat peran negara pelabuhan dalam melakukan pengawasan terhadap 
kapal perikanan asing. Pelaksanaannya mencakup pengaturan mengenai akses kapal ke 
pelabuhan, pelaksanaan pemeriksaan, pertukaran informasi, serta pemberian tindakan terhadap 
kapal yang diduga terlibat dalam kegiatan IUU Fishing (Hosch et al., 2023a). 

PSMA 2009 merupakan instrumen yang menempatkan negara pelabuhan sebagai pihak 
yang berwenang dalam menerapkan tindakan terhadap kapal yang diduga terlibat dalam IUU 
Fishing. Tindakan tersebut tidak terbatas pada pemberian sanksi pidana, tetapi dapat berupa 
penolakan akses kapal ke pelabuhan maupun pembatasan penggunaan fasilitas pelabuhan apabila 
terdapat indikasi pelanggaran. Selain itu, PSMA 2009 memberikan ruang bagi negara pelabuhan 
untuk melakukan pemeriksaan serta mengambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
hukum nasional yang berlaku (Kuemlangan et al., 2023b). 

Dalam sistem hukum Indonesia, Penerapan sanksi menjadi salah satu sarana dalam 
penegakan hukum yang bertujuan memberikan konsekuensi atas terjadinya pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangan. Jenis dan pelaksanaannya disesuaikan dengan sifat serta tingkat 
pelanggaran yang dilakukan (Budoyo et al., 2021). Pelanggaran di bidang perikanan dapat 
dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif sesuai dengan jenis dan tingkat 
pelanggarannya. Sementara itu, kapal asing yang terbukti melakukan illegal fishing dapat dikenai 
tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor 
perikanan (Chandra & Park, 2023).  

Thailand menjadikan Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015) sebagai salah satu 
landasan hukum dalam upaya menanggulangi IUU Fishing. Ketentuan tersebut memberikan 
kewenangan kepada otoritas terkait untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kapal 
perikanan serta mengambil tindakan atas berbagai pelanggaran di bidang perikanan. Selain 
penerapan sanksi administratif, Thailand juga mengenakan denda sebagai bagian dari mekanisme 
penegakan hukum perikanan. Dengan demikian, penerapan PSMA 2009 di Thailand tidak hanya 
dilakukan melalui pemeriksaan kapal di pelabuhan, tetapi juga terintegrasi dengan mekanisme 
penegakan hukum perikanan yang berlaku secara nasional (Nantawaroprai, 2024). 

 
Implementasi PSMA 2009 di Indonesia 

Indonesia mengesahkan Port State Measures on Agreement (PSMA) 2009 melalui Peraturan 
Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang pengesahan Agreemnt on Port State Measures to Prevent, 
Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Pengesahan tersebut menjadi 
landasan bagi Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya sebagai negara pelabuhan untuk 
mencegah dan memberantas IUU Fishing, khususnya melalui pengaturan akses serta pemeriksaan 
kapal di pelabuhan (Kusumawati & Afriansyah, 2021). 

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement on Port State 
Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing merupakan 
dasar hukum utama bagi Indonesia untuk menjadi pihak dan melaksanakan PSMA 20091. Perpres 
ini ditetapkan pada 4 Mei 2016 dan berstatus berlaku. Dengan adanya Perpres tersebut, ketentuan 
PSMA 2009 memperoleh dasar hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia.  

Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara 
Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, 
Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur merupakan peraturan yang secara khusus mengatur 

 
1 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang 
Pengesahan Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing,” JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses 29 September 2026, 
https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/82 

 

https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/82?utm_source=chatgpt.com


 

 

 

 

 

Nadea L N. et al. 10.55681/seikat.v5i5.4552 

 

 

Implementasi Port State Measures Agreement 2009 dalam Penanggulangan… |   3366 

 

 

 

pelaksanaan Port State Measures di Indonesia2. Peraturan ini ditetapkan pada 15 Oktober 2019, 
diundangkan pada 18 Oktober 2019, dan sampai sekarang tercatat berstatus berlaku. 

Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek pelaksanaan PSM, termasuk Otoritas PSM, 
Sekretariat Otoritas PSM, Petugas PSM, mekanisme kapal berbendera asing memasuki pelabuhan, 
pemeriksaan kapal, serta pertukaran informasi. Dalam Pasal 1, misalnya, Petugas PSM 
didefinisikan sebagai pegawai KKP yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dan memiliki kewenangan 
melakukan inspeksi serta kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan PSM.  

Peraturan menteri ini juga menjadi dasar bagi mekanisme pemeriksaan kapal berbendera 
asing. Dalam pelaksanaannya, kapal berbendera asing yang hendak memasuki pelabuhan harus 
mengajukan permohonan masuk kepada Sekretariat Otoritas PSM. Sekretariat kemudian 
melakukan analisis terhadap permohonan tersebut dan dapat meminta informasi tambahan dari 
negara bendera, negara pantai, negara pelabuhan lainnya, RFMO, atau organisasi internasional 
terkait. 

Selain itu, peraturan tersebut mengatur kebutuhan kompetensi Petugas PSM. Unit pelaksana 
PSM harus memperoleh pendidikan dan pelatihan sebelum melaksanakan tugas pemeriksaan. 
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi PSMA 2009 tidak hanya bergantung pada 
keberadaan regulasi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan 
pemeriksaan kapal.  

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 20253 tentang Pelabuhan 
Tempat Pelaksanaan Port State Measures berfungsi menentukan pelabuhan yang digunakan untuk 
pelaksanaan PSM di Indonesia. Kepmen ini ditetapkan dan diundangkan pada 9 Juli 2025 serta 
saat ini berstatus berlaku.  

Peraturan ini penting dalam implementasi PSMA karena pelaksanaan kewajiban negara 
pelabuhan membutuhkan pelabuhan yang secara resmi ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan 
PSM. Penetapan tersebut memberikan kepastian mengenai pelabuhan yang dapat melaksanakan 
mekanisme Port State Measures terhadap kapal perikanan berbendera asing. 

Permen KP Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan4 
merupakan regulasi yang juga relevan karena mengatur aspek kesyahbandaran pada pelabuhan 
perikanan. Peraturan ini ditetapkan pada 3 Juni 2026, diundangkan pada 12 Juni 2026, dan 
berstatus berlaku. Peraturan ini sekaligus mencabut Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2013 
tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. 

Keterkaitannya dengan PSMA 2009 terletak pada fungsi kesyahbandaran dalam 
pengawasan dan pelayanan kapal di pelabuhan. Dengan demikian, Permen KP No. 7 Tahun 2026 
dapat digunakan sebagai peraturan pendukung dalam melihat bagaimana fungsi kesyahbandaran 
berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan kapal di pelabuhan perikanan. 

Kelembagaan yang Berwenang dalam Implementasi PSMA 2009 di Indonesia 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan kementerian yang memiliki peran utama 
dalam penyelenggaraan PSM di sektor perikanan (Purbayanto, 2022). Pelaksanaan PSMA di 
Indonesia berada dalam kerangka kewenangan KKP, khususnya melalui Direktorat Jenderal 
Perikanan Tangkap. 
 Dalam Permen KP No. 39/PERMEN-KP/2019, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 
memiliki kedudukan sebagai Otoritas PSM. Otoritas tersebut antara lain melakukan pemantauan 

 
2 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia Nomor 39/PERMEN-KP/2019 tentang pelaksanaan ketentuan negara pelabuhan untuk mencegah, 
menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1217. 
https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/824 
3 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
40 Tahun 2025 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Port State Measures. JDIH Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6832 
4 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
7 Tahun 2026 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/7060 
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evaluasi terhadap pelaksanaan PSM. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Menteri 
Kelautan dan Perikanan. 

Sekretariat Otoritas PSM merupakan unit kerja teknis yang menangani pelaksanaan PSM di 
lingkungan KKP. Salah satu tugas pentingnya adalah menangani permohonan kapal berbendera 
asing yang akan masuk ke pelabuhan dan melakukan analisis terhadap informasi kapal tersebut. 
 Petugas/Tim Inspeksi PSM merupakan personel yang mempunyai kewenangan untuk 
melakukan inspeksi kapal dan harus memiliki kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan PSM. 
 Selain itu, Pelaksanaan PSM memerlukan koordinasi dengan kementrian/lembaga terkait 
sesuai kewenangannya. Dalam kerangka pelaksanaan nasional, dokumen pemerintah juga 
menunjukkan keterlibatan antara lain Kementrian Perhubungan, Kementrian Keuangan, 
Kepolisian, dan TNI dalam mendukung implementasi PSM. Penerapan hukum yang melibatkan 
sejumlah lembaga dengan kewenangan berbeda membutuhkan pembagian tugas serta koordinasi 
yang baik antarinstansi agar pelaksanaan kewenangan dapat berjalan secara optimal (Khan et al., 
2026). 
Mekanisme Akses Kapal ke Pelabuhan 

Pelaksanaan PSMA 2009 di Indonesia mengatur mekanisme akses kapal perikanan 
berbendera asing ke pelabuhan untuk memastikan kapal yang menggunakan fasilitas pelabuhan 
tidak terindikasi terlibat dalam kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). 
Mekanisme tersebut mencakup penetapan pelabuhan, pengajuan permohonan masuk, serta 
pemeriksaan informasi kapal sebelum akses pelabuhan diberikan. 
 Pertama, penetapan pelabuhan bagi kapal asing. Indonesia menetuntukan pelabuhan 
tertentu yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Port State Measures (PSM). Saat ini, penetapan 
tersebut diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2025 tentang 
pelabuhan Tempat Pelaksanaan Port State Measures, yang masih berlaku dan menggantikan 
Kepmen KP Nomor 52 Tahun 20205. Penetapan pelabuhan menjadi bagian-bagian penting dalam 
penerapan PSMA karena negara pihak perlu menentukan pelabuhan yang daoat diakses oleh kapal 
perikanan asing agar proses pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan tearah. 
Menekankan bahwa penetapan pelabuhan beserta pemenuhan standar pelabuhan merupakan 
salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas implementaso PSMA 2009 di Indonesia, 
mengingat karakteristik dan kondisi pelabuhan perikanan di Indonesia yang beragam (Solihin et 
al., 2024b).  
 Kedua, Permohonan masuk pelabuhan. Kapal perikanan berbendera asing yang hendak 
memasuki pelabuhan di Indonesia diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada 
otoritas yang berwenang. Permohonan tersebut memuat sejumlah informasi penting, antara lain 
identitas dan negara bendera kapal, pemilik kapal, pelabuhan terakhir, tujuan kedatangan, serta 
dokumen perizinan penangkapan ikan dan kegiatan transshipment. Selain itu, informasi mengenai 
VMS, ukuran kapal, nakhkoda, alat penangkapan iakn, dan wilayah penangkapan juga menjadi 
bagian dari data yang harus disampaikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian akses 
pelabuhan kepada kapal asing dilakukan melalui tahapan administratif terlebih dahulu sebagai 
dasar bagi otoritas dalam melakukan pemeriksaan dan penerapan Port State Measures (PMS). 
 Ketiga, pemeriksaan informasi kapal sebelum memasuki pelabuhan. Data yang 
disampaikan oleh kapal terlebih dahulu ditelaah oleh otoritas PSM sebagai dasar untuk 
menentukkan pemberian akses ke pelabuhan atau mengambil langkah lanjutan apabila ditemukan 
indikasi pelanggaran. Berdasarkan Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019, pelaksanaan PSM 
mencakup penelaahan dokumen, pengumpulan informasi mengenai kapal, serta pemeriksaan 
sebelum kapak memasuki pelabuhan menjadi tahap awal untuk mengidentifikasi kemungkinan 
keterlibatan kapal dalam kegiatan IUU Fishing (Kusumawati & Afriansyah, 2021). 
 
 

 
5 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

40 Tahun 2025 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Port State Measures. JDIH Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6832 
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Pemeriksaan Kapal  
Dalam implementasi PSMA 2009 di Indonesia, pemeriksaan kapal dan dokumen dilakukan 

untuk memastikan kesesuaian antara identitas, dokumen perizinan, aktivitas penangkapan, serta 
kondisi fisik kapal dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan PERMEN KP Nomor 39/PERMEN-
KP/2009, pemeriksaan terhadap kapal perikanan berbendera asing mencakup beberapa aspek 
berikut : 

Pemeriksaan dilakukan terhadap identitas kapal, dokumen registrasi dan negara bendera, 
izin penangkapan ikan, dokumen kegiatan penangkapan, serta dokumen lain yang berkaitan 
dengann aktivitas kapal. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa dokumen yang dimiliki 
kapal sesuai dengan perikanan yang dilakukan. 

Petugas melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah hasil tangkapan dengan 
membandingkannya dengan dekumen serta informasi yang tersedia. Pemeriksaan ini bertujuan 
untuk mengetahui kemungkinan adanya hasil tangkapan yang berkaitan dengan kegiatan IUU 
Fishing. 

Selain memeriksa kelengkapan dokumen, pemeriksaan juga dilakukan terhadao kondisi 
fisik kapal, termasuk identitas atau tanda kapal dan alat penangkapan ikan. Kondisi tersebut 
kemudia dicocokkan dengan informasi yang tercantum dalam dokumen untuk mengetahui adanya 
ketidaksesuaian. 

Informasi yang berkaitan dengan kapal digunakan menilai potensi keterlibatannya dalam 
kegiatan IUU Fishing. Penilaian dapat didasarkan pada riwayat kapal serta informasi yang 
diperoleh dari negara bendera , negara pantai, organisasi pengelolaan perikanan regional, dan 
sumber informasi lainnya. Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan bagi otoritas 
PSMA dalam menentukan tindakan pemeriksaan atau langkah lanjutan. 
Pertukaran Informasi 

Dalam penerapan PSMA 2009, informasi mengenai identitas kapal, dokumen, serta 
aktivitas perikanan menjadi bagian penting dalam proses pengawasan kapal asing. Informasi 
tersebut dapat digunakan oleh otoritas PSM untuk melakukan verifikasi dan menentukan tindakan 
yang diperlukan terhadap kapal yang memasuki pelabuhan (Solihin et al., 2024b). 

Pemanfaatan data dan informasi mengenai kapal mendukung proses identifikasi serta 
penilaian risiko sebelum dan selama kapal menjalani pemeriksaan di pelabuhan. Ketersediaan 
informasi tersebut memungkinkan petugas melakukan verfikasi terhadap data kapal dan aktivitas 
perikanannya sebagai bagian dari upaya mencegah masuknya kapal yang berisiko melakukan IUU 
Fishing (Kusumawati & Afriansyah, 2021). 

Pelaksanaan pertukaran informasi dalam PSMA memerluka koordinasi antarlembaga agar 
informasi mengenai kapal dapat diperoleh, diverifikasi, dan digunakan secara efektif (Purbayanto, 
2022) 
Penegakan Hukum 

Dalam penerapan PSMA 2009, Indonesia dapat menolak akses kapal perikanan berbendera 
asing maupun memberikan penolakan terhadap layanan pelabuhan apabila ditemukan informasi 
atau bukti yang mengindikasikan keterlibatan kapal dalam aktivitas IUU Fishing. Penerapan sanksi 
menjadi salah satu sarana penegakan hukum yang bertujuan memberikan konsekuensi atas 
terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum, dengan bentuk dan pelaksanaannya 
disesuaikan dengan jenis serta tingkat pelanggaran (Widodo et al., 2022). Ketentuan tersebut 
menjadikan pengendalian akses pelabuhan sebagai salah satu upaya preventif, sehingga kapal yang 
memiliki indikasi pelanggaran tidak dapat memanfaatkan fasilitas pelabuhan untuk mendaratkan 
ataupun menangani hasil tangkapannya. Hal ini sejalan dengan prinsip PSMA 2009 yang 
memberikan kewenangan kepada negara pelabuhan untuk menolak akses kapal asing yang diduga 
berkaitan dengan kegiatan IUU Fishing. 

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya bukti keterlibatan kapal dalam kegiatan 
IUU Fishing, otoritas yang berwenang dapat mengambil tindakan berdasarkan ketentuan hukum 
yang berlaku. Tindakan tersebut dapat berupa penolakan terhadap pelayanan pelabuhan maupun 
penerapan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan. Dengan demikian, 
implementasi PSMA 2009 tidak hanya berperan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kapal, 
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tetapi juga menjadi dasar pendukung dalam penanganan pelanggaran melalui mekanisme 
administratif dan pidana sesuai dengan karakteristik pelanggarannya. Penggunaan kedua bentuk 
sanksi tersebut memungkinkan penanganan kegiatan penangkapan ikan ilegal dilakukan melalui 
instrumen hukum yang dengan tingkat dan bentuk pelanggaran(Kuemlangan et al., 2023a). 

Penegakan hukum terhadap IUU Fishing membutuhkan koordinasi antarlembaga karena 
kewenangan pengawasan dan penindakan di wilayah laut Indonesia melibatkan berbagai institusi 
(Dirhamsyah et al., 2022). 
Hambatan Implementasi PSMA 2009 di Indonesia 

Implementasi PSMA 2009 di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala yang 
berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan kesiapan pelabuhan. Meskipun Indonesai telah 
memiliki kerangka regulasi untuk melaksanakan PSMA, penerapannya di lapngan belum 
sepenuhnya berjalan optimal pada seluruh pelabuhan yang ditetapkan. 

Ketersediaan tenaga pelaksanan yang memadai serta memiliki kompetensi yang sesuai 
merupakan salah satu aspek yang menentukan efektivitas penerapan PSMA. Proses pemeriksaan 
kapal asing memerlukan petugas yang memiliki kewenangan, kemampuan teknis, pengalaman, 
dan pelatihan yang relevan, termasuk kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. 

Implementasi PSMA memerluka dukungan teknologi informasi untuk menunjang proses 
identifikasi kapal, verifikasi data, penilaian risiko, serta pertukaran informasi. Keterbatasan 
infrastruktur teknologi maupun kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan data dapat 
mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kapal perikanan asing. 

Ketersediaan serta kesiapan fasilitas pelabuhan menjadi salahsatu faktor pendukung 
pelaksanaan PSMA. Pemeriksaan PSMA membutuhkan fasilitas yang memadai untuk menunjang 
pemeriksaan administratif maupun pemeriksaan fisik terhadap kapal, sehingga keterbatasan 
fasilitas dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan pemeriksaan. 

 
Implementasi PSMA 2009 di Thailand 

Thailand menjadi pihak pada Port State Measures on Agreement (PSMA) 2009 pada 10 Mei 
2016 melalui penyampaian instrumen aksesi kepada FAO. Keikutsertaan tersebut menunjukkan 
komtmen Thailand untuk menerapkan standar internasional dalam pengawasan kapal perikanan 
asing dan pencegahan masuknya hasil perikanan yang berasal dari kegiatan IUU Fishing. Sebelum 
aksesi tersebut, Thailand telah mulai menerapkan ketentuan Port State Measures melalui reformasi 
hukum perikanan nasional pada 20156. 

Thailand menjadikan Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015) sebagai salah satu 
landasan utama dalam pengaturan sektor perikanan dan penanggulangan IUU Fishing. Peraturan 
ini mengatur berbagai aspek kegiatan perikanan, termasuk pengawasan terhadap kapal, perizinan, 
pencatatan kegiatan penangkapan, serta pengendalian terhadap kapal asing yang memasuki 
pelabuhan Thailand. Naiki dan Rakpong menjelaskan bahwa pembentukan Royal Ordinance 
merupakan bagian dari reformasi hukum perikanan Thailand dalam memperkuat pengaturan IUU 
Fishing sekaligus menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional (Naiki & Rakpong, 
2022b).  
 Pelaksanaan pengawasan perikanan di Thailand melibatkan Department of Fisheries (DOF) 
sebagai institusi utama yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan perikanan. 
Reformasi kelembagaan Thailand juga membentuk mekanisme koordinasi antarlembaga untuk 
menangani IUU Fishing ( Alin Kadfak & Widengård, 2023). 
Mekanisme Akses Kapal ke Pelabuhan 

Kapal perikanan berbendera asing yang hendak memasuki pelabuhan Thailand harus 
terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada otoritas yang berwenang. Pengajuan tersebut 
digunakan untuk memberikan informasi awal mengenai identitas dan kegiatan kapal sebagai 
bahan pertimbangan sebelum akses pelabuhan diberikan. Melalui mekanisme ini, otoritas dapat 

 
6 Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. (n.d.). Thailand and Port State Measures Agreement. 
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melakukan penilaian awal terhadap kapal dan mengambil tindakan apabila ditemukan indikasi 
keterlibatan dalam kegiatan IUU Fishing (Department of Fisheries, 2021) 

Setelah permohonan diajukan, kapal asing selanjutnya berada di bawah pengawasan 
otoritas Thailand. Pengawasan dilakukan dengan memeriksa dokumen kapal, izin penangkapan, 
alat tangkap, hasil tangkapan, serta berbagai informasi terkait aktivitas kapal. Penguatan 
mekanisme pengawasan tersebut merupakan bagian dari reformasi hukum perikanan Thailand 
yang diarahkan untuk memperkuat pengendalian kegiatan perikanan dan mencegah praktik IUU 
Fishing (Naiki & Rakpong, 2022b). 

Pengawasan terhadap kapal asing tetap dilakukan setelah kapal memperoleh akses ke 
pelabuhan. Otoritas melakukan pengendalian terhadap kegiatan kapal, termasuk pendaratan hasil 
tangkapan dan kegiatan transshipment. Apabila ditemukan indikasi atau bukti keterlibatan kapal 
dalam IUU Fishing, otoritas dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
termasuk membatasi atau menolak kegiatan tertentu di pelabuhan (Hosch et al., 2025) 
Pemeriksaan Kapal  

Pemeriksaan terhadap kapal asing yang memasuki pelabuhan Thailand dilakukan dengan 
memverifikasi berbagai dokumen, seperti dokumen kapal, izin penangkapan, fishing logbook, dan 
dokumen terkait hasil tangkapan. Verifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa 
informasi dalam dokumen sesuai dengan kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal. Selain itu, 
penerapan PSMA di Thailand didukung oleh sistem digital yang digunakan untuk menyimpan data 
dan dokumen kapal, sehingga proses pemeriksaan dan verifikasi informasi dapat dilakukan secara 
lebih terpadu (Naiki & Rakpong, 2022a). 

Kapal yang memasuki pelabuhan Thailand menjalani pemeriksaan fisik yang meliputi 
kondisi kapal, alat penangkapan ikan, identitas kapal, serta informasi terkait kegiatan 
perikanannya. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh petugas pada saat kapal masuk dan keluar 
pelabuhan sebagai bagian dari mekanisme Monitoring, Control and Surveillance (MCS). Penerapan 
mekanisme ini diperkuat melalui sistem Port-In Port-Out (PIPO), yang mengintegrasikan 
pemeriksaan kapal dengan pemantauan aktivitas perikanan untuk mencegah dan mendeteksi 
kegiatan IUU Fishing (Fujii et al., 2021a). 

Thailand melakukan verifikasi terhadap hasil tangkapan dengan membandingkan jenis dan 
berat ikan yang tercantum dalam dokumen dengan kondisi hasil tangkapan yang ditemukan saat 
pemeriksaan di pelabuhan. Proses tersebut didukung oleh mekanisme traceability yang 
memungkinkan asal-usul hasil perikanan ditelusuri. Bagi kapal non-Thai yang akan mendaratkan 
hasil tangkapan di Thailand, pemeriksaan juga mencakup Catch Certificate, pemeriksaan fisik 
kapal, serta pencocokan jenis dan berat hasil tangkapan dengan informasi yang tercantum dalam 
dokumen . 

Thailand menggunakan Vessel Monitoring System (VMS) sebagai sarana untuk memantau 
pergerakan dan kegiatan kapal perikanan. Informasi yang diperoleh melalui VMS dapat dipadukan 
dengan data fishing logbook serta hasil pemeriksaan di pelabuhan untuk mengetahui adanya 
ketidaksesuaian dalam aktivitas kapal. Sistem tersebut menjadi bagian dari mekanisme Monitoring, 
Control and Surveillance (MCS) Thailand dan didukung oleh keberadaan Fisheries Monitoring 
Centre (FMC) (A. Kadfak & Antonova, 2021). 
Pertukaran Informasi 

Thailand menggunakan sistem informasi untuk menghimpun dan melakukan verifikasi 
terhadap data kapal asing sebelum kapal memasuki pelabuhan. Data yang dikelola meliputi 
identitas kapal, aktivitas perikanan, rekam kepatuhan, serta informasi mengenai kegiatan 
penangkapan dan transshipment. Penggunaan sistem berbasis digital tersebut mendukung otoritas 
Thailand dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kapal yang memiliki potensi 
keterkaitan dengan IUU Fishing. Selain itu, Department of Fisheries Thailand mengembangkan 
perangkat pendukung PSM untuk membantu proses pemeriksaan dan evaluasi informasi mengenai 
kapal asing (Hosch et al., 2025). 

Pertukaran informasi dalam pelaksanaan PSMA dilakukan melalui proses penyampaian dan 
pendokumentasian data mengenai hasil pemeriksaan kapal, keputusan terkait pemberian atau 
penolakan akses pelabuhan, serta tingkat kepatuhan kapal. Thailand turut menggunakan PSMA 
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Global Information Exchange System (GIES) yang dikembangkan oleh FAO sebagai sarana 
pertukaran informasi. Melalui sistem tersebut, laporan pemeriksaan kapal asing dan keputusan 
mengenai akses pelabuhan dapat disampaikan kepada negara bendera, negara pantai, RFMO, 
maupun pihak terkait lainnya. Pada tahap awal penerapan GIES, Thailand tercatat sebagai salah 
satu negara di kawasan Asia yang aktif menyampaikan laporan pemeriksaan kapal asing (Hosch et 
al., 2023b). 

Pelaksanaan pertukaran informasi dalam penerapan PSM di Thailand dilakukan melalui 
kerja sama antara Department of Fisheries dan berbagai lembaga yang terkait dengan pengawasan 
perikanan. Pertukaran tersebut ditujukan untuk mendukung proses verifikasi data kapal, 
pemeriksaan sebelum dan selama kapal berada di pelabuhan, serta penanganan kapal yang 
terindikasi melakukan IUU Fishing. Mekanisme ini juga diperkuat melalui kerja sama regional 
dengan FAO dan SEAFDEC, termasuk dalam pengembangan kapasitas, pertukaran informasi, dan 
penerapan sistem Monitoring, Control and Surveillance (MCS )7. 
Penegakan Hukum 

Thailand memiliki kewenangan untuk menolak masuknya kapal asing ke pelabuhan 
apabila terdapat informasi atau bukti yang mengindikasikan keterlibatan kapal tersebut dalam 
kegiatan IUU Fishing. Dalam penerapannya, Department of Fisheries Thailand pernah menolak 
permohonan masuk kapal yang tercatat dalam daftar kapal IUU milik IOTC. Praktik tersebut 
menunjukkan bahwa informasi mengenai status kapal, termasuk daftar kapal IUU yang diterbitkan 
oleh organisasi pengelolaan perikanan regional, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 
menentukan pemberian akses ke pelabuhan. 

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran, otoritas Thailand dapat 
mengambil langkah penegakan berdasarkan ketentuan hukum perikanan nasional. Royal 
Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015) memberikan dasar kewenangan bagi pemerintah 
Thailand untuk mengawasi kegiatan di pelabuhan perikanan serta mengambil tindakan terhadap 
kapal berbendera asing yang terindikasi atau terbukti terlibat dalam IUU Fishing. Penguatan 
kerangka hukum tersebut turut mendukung penerapan Port State Measures (PSM) di Thailand. 

Penanganan terhadap pelanggaran di bidang perikanan di Thailand berlandaskan Royal 
Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015) yang mengatur berbagai bentuk sanksi atas pelanggaran 
ketentuan perikanan. 
Hambatan Implementasi PSMA 2009 di Thailand  

Penerapan PSMA memerlukan dukungan kapasitas pengawasan yang memadai, baik dari 
aspek ketersediaan petugas, fasilitas pemeriksaan, teknologi, maupun sistem pemantauan kapal. 
Penelitian terkini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola negara pelabuhan turut 
memengaruhi tingkat risiko masuknya produk yang berasal dari kegiatan IUU Fishing. Di kawasan 
Asia, pelaksanaan PSMA juga masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan dan 
penerapan ketentuannya. 

Pelaksanaan PSM memerlukan adanya pertukaran informasi serta koordinasi antarlembaga 
yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor perikanan. Thailand telah membangun 
mekanisme yang mengintegrasikan sistem kerja, teknologi informasi, dan data dari berbagai 
institusi untuk memperkuat pengawasan terhadap kapal asing dan produk perikanan yang masuk 
ke wilayahnya. Meskipun demikian, perbedaan dan kompleksitas kewenangan antarlembaga 
masih perlu dikelola agar proses pemeriksaan dan penegakan hukum dapat berlangsung secara 
terkoordinasi. 

Tantangan lainnya terletak pada konsistensi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran. 
Penelitian tahun 2024 mengenai Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 menunjukkan adanya 
permasalahan dalam kesesuaian serta pelaksanaan mekanisme penghukuman dengan kewajiban 
Thailand berdasarkan ketentuan internasional terkait IUU Fishing (Nantawaroprai, 2024). 

 
7 Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), “Regional Training Course on Enhancing Capacity for 

Monitoring Control and Surveillance (MCS) of Domestic and International Fishing Vessels to Combat IUU Fishing,” 

19–22 November 2024, SEAFDEC Training Department, Thailand, https://seafdec.or.th/mcs/boblme/training-

2024/index.html. 

https://seafdec.or.th/mcs/boblme/training-2024/index.html?utm_source=chatgpt.com
https://seafdec.or.th/mcs/boblme/training-2024/index.html?utm_source=chatgpt.com
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Pengawasan terhadap kapal asing membutuhkan pemeriksaan yang dilakukan secara 
berkelanjutan, mulai dari tahap sebelum kapal memasuki pelabuhan hingga seluruh aktivitasnya 
di pelabuhan selesai. Thailand telah menerapkan mekanisme PSM yang didukung oleh sistem 
Monitoring, Control and Surveillance (MCS) serta pengendalian terhadap pemasukan produk 
perikanan untuk memperkuat pemeriksaan kapal dan hasil tangkapan. Namun, efektivitas 
penerapan PSMA tetap dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas informasi, kemampuan dalam 
melakukan analisis risiko, serta kapasitas negara pelabuhan dalam melaksanakan pemeriksaan 
secara efektif (Hosch et al., 2023b). 

 
2. Persamaan dan Perbedaan implementasi Port State Measures Agreement dalam penanggulangan 
Illegal Fishing di Indonesia dan Thailand 
 

Tabel Komparatif implementasi Port State Measures Agreement dalam penanggulangan Illegal 
Fishing Indonesia dan Thailand 

Aspek Perbandingan Indonesia Thailand 

Dasar hukum PSMA 
Perpres No. 43/2016 dan 
regulasi terkait 

Royal Ordinance on Fisheries 
dan regulasi terkait 

Akses pelabuhan 
Mekanisme permohonan dan 
penetapan pelabuhan 

Mekanisme pengajuan dan 
pengawasan kapal 

Pemeriksaan kapal 
Dokumen, fisik, hasil 
tangkapan 

Dokumen, fisik, hasil 
tangkapan 

Pertukaran informasi 
Sistem informasi dan 
koordinasi lembaga 

Sistem informasi dan 
koordinasi lembaga 

Penegakan hukum 
Penolakan akses/tindakan 
hukum 

Penolakan akses/tindakan 
hukum 

SDM dan fasilitas 
Kendala kesiapan beberapa 
pelabuhan 

Kapasitas pengawasan dan 
kelembagaan 

Hambatan 
Infrastruktur, SDM, 
koordinasi, PSC–PSMA 

Implementasi regulasi dan 
pengawasan 

 
Analisis Komparatif Implementasi Port State Measures Agreement dalam penanggulangan Illegal 
Indonesia dan Thailand 

Berdasarkan tabel tersebut, implementasi PSMA 2009 di Indonesia dan Thailand 
menunjukkan adanya sejumlah persamaan dan perbedaan. Dari segi dasar hukum, kedua negara 
telah memasukkan ketentuan PSMA 2009 ke dalam sistem hukum nasional. Indonesia 
mengaturnya melalui Perpres No. 43 Tahun 2016 beserta peraturan pelaksanaannya, sementara 
Thailand menggunakan Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015) dan berbagai regulasi 
pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara menerapkan kewajiban internasional yang 
sama melalui perangkat hukum nasional dengan karakteristik yang berbeda. 

Pada aspek akses pelabuhan, Indonesia menerapkan penetapan pelabuhan PSM serta 
prosedur permohonan masuk bagi kapal perikanan berbendera asing. Thailand juga menerapkan 
prosedur pengajuan masuk yang disertai pengawasan terhadap kapal sebelum memperoleh akses. 
Persamaan keduanya terletak pada pemanfaatan pelabuhan sebagai titik awal pengawasan kapal 
asing, sedangkan perbedaannya terlihat pada pengaturan dan mekanisme kelembagaan yang 
diterapkan masing-masing negara. 

Dalam pemeriksaan kapal, Indonesia dan Thailand memiliki pola yang relatif sama karena 
mencakup pemeriksaan dokumen, kondisi fisik kapal, dan hasil tangkapan. Kesamaan tersebut 
memperlihatkan bahwa pemeriksaan kapal merupakan salah satu instrumen utama dalam 
penerapan PSMA di kedua negara. Perbedaannya terutama berkaitan dengan teknologi pendukung, 
sistem pemantauan, serta kapasitas kelembagaan yang digunakan dalam proses pemeriksaan. 

Pada aspek pertukaran informasi, kedua negara sama-sama menggunakan sistem informasi 
dan koordinasi antarlembaga untuk mendukung pengawasan kapal. Informasi tersebut digunakan 
untuk melakukan verifikasi terhadap identitas, aktivitas, dan kepatuhan kapal. Meskipun memiliki 
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fungsi yang serupa, mekanisme pengelolaan serta pemanfaatan informasi disesuaikan dengan 
sistem kelembagaan masing-masing negara. 

Dalam aspek penegakan hukum, Indonesia dan Thailand sama-sama menggunakan 
penolakan akses atau pelayanan pelabuhan sebagai salah satu instrumen untuk menangani kapal 
yang terindikasi melakukan IUU Fishing. Selain itu, pelanggaran dapat dikenakan tindakan 
berdasarkan ketentuan hukum nasional masing-masing. Dengan demikian, persamaan terlihat 
pada penggunaan kewenangan negara pelabuhan, sedangkan perbedaannya terletak pada 
landasan hukum dan mekanisme sanksi yang diterapkan. 

Perbedaan juga terlihat pada hambatan implementasi. Indonesia menghadapi kendala 
berupa kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, serta harmonisasi 
antara PSMA dan rezim Port State Control (PSC). Sementara itu, Thailand menghadapi tantangan 
dalam kapasitas pengawasan, koordinasi kelembagaan, konsistensi penegakan hukum, dan 
pengawasan terhadap kapal asing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua negara 
menghadapi hambatan dalam menerapkan PSMA, bentuk dan karakter permasalahannya memiliki 
perbedaan. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN  

Implementasi Port State Measures Agreement (PSMA) 2009 di Indonesia dan Thailand 
menunjukkan bahwa kedua negara telah mengintegrasikan kewajiban PSMA ke dalam kerangka 
hukum nasional masing-masing. Indonesia melaksanakannya melalui Perpres No. 43 Tahun 2016 
beserta regulasi pelaksana, sedangkan Thailand mengintegrasikannya ke dalam Royal Ordinance 
on Fisheries B.E. 2558 (2015) dan regulasi terkait. Kedua negara menerapkan mekanisme 
pengendalian akses pelabuhan, pemeriksaan kapal, pertukaran informasi, serta penegakan hukum 
sebagai instrumen untuk mencegah dan menangani IUU Fishing. 

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa persamaan utama Indonesia dan Thailand 
terletak pada penggunaan pelabuhan sebagai titik pengawasan kapal asing, pemeriksaan dokumen 
dan fisik kapal, pemanfaatan informasi untuk verifikasi, serta kewenangan menolak akses atau 
pelayanan pelabuhan terhadap kapal yang terindikasi melakukan IUU Fishing. Sementara itu, 
perbedaannya terlihat pada dasar hukum nasional, mekanisme kelembagaan, sistem pendukung 
pengawasan, serta karakter hambatan implementasinya. Indonesia masih menghadapi persoalan 
terkait infrastruktur, SDM, koordinasi antarlembaga, dan harmonisasi PSMA dengan Port State 
Control (PSC), sedangkan Thailand menghadapi tantangan dalam kapasitas pengawasan, 
koordinasi kelembagaan, konsistensi penegakan hukum, dan pengawasan kapal asing. 

Indonesia perlu memperkuat implementasi PSMA 2009 melalui peningkatan kompetensi 
dan jumlah petugas, pemenuhan sarana dan prasarana pelabuhan, pengembangan sistem 
informasi dan pemantauan kapal, serta peningkatan koordinasi antarlembaga. Selain itu, 
harmonisasi mekanisme PSMA dengan rezim Port State Control perlu diperkuat agar pelaksanaan 
pemeriksaan kapal dapat berlangsung secara efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih 
kewenangan. 

Thailand perlu meningkatkan konsistensi pengawasan dan penegakan hukum terhadap 
kapal asing, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem 
informasi dan teknologi pemantauan kapal. Kerja sama pertukaran informasi dengan negara 
bendera, negara pantai, RFMO, dan organisasi internasional juga perlu terus diperkuat untuk 
mendukung efektivitas PSMA dalam penanggulangan IUU Fishing. 
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